







A. Latar Belakang Masalah 
 
Negara Indonesia merupakan negara berkembang dengan sumber 
pendapatan utama negara yang digunakan dalam pembiayaan dan 
melakukan pembangunan secara bertahap dari tahun ke tahun berasal dari 
sektor perpajakan. Sektor perpajakan sendiri mengambil peran cukup besar 
dalam menyumbang pendapatan negara tetapi pemerintah menyatakan 
bahwa jumlah pajak yang masuk tersebut angkanya masih jauh dibawah 
dari angka yang seharusnya dicapai sehingga penyerapannya belum 
sampai kepada titik optimal yang diharapkan pemerintah. Salah satu 
kendala yang menyebabkan ketidak-optimalan tersebut ialah banyak dari 
wajib pajak yang malas untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) 
langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) yang siap melayani di 
masing-masing kota dimana wajib pajak berdomisili karena harus 
menunggu antrian yang cukup panjang dan kadang memakan waktu yang 
lama sehingga aktivitas lain wajib pajak dapat terganggu. (m.liputan6.com, 
2017)  
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu institusi 
negara di bawah Departemen Keuangan yang ditunjuk pemerintah sebagai 





mencapai penerimaan pajak yang semakin optimal dari tahun ke tahun di 
tengah tantangan globalisasi dan fenomena-fenomena yang terjadi di dunia 
maupun di Indonesia sendiri (Fransisca, 2015:266-267). 
Adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih dalam hal 
ini ditandai dengan adanya fenomena globalisasi dan era digital. Era ini 
menuntut wajib pajak untuk dapat melek teknologi dan mengikuti 
perkambengan digital yang ada. Perkembangan teknologi yang ada 
disikapi oleh Direktur Jenderal Pajak dengan mengeluarkan keputusan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 
(BN No. 7069 hal. 4B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara 
Elektronik (e-SPT). Pemberlakuan e-SPT ini diharapkan mampu menjadi 
inovasi yang dapat memberikan kemudahan baik bagi wajib pajak dalam 
kemudahan pelaporan perpajakannya karena tidak perlu datang ke Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) melainkan hanya tinggal mengisi form e-SPT 
secara online yang dapat didownload melalui web resmi www.pajak.go.id 
maupun kemudahan bagi KPP dalam pengelolaan database karena melalui 
e-SPT dokumen-dokumen wajib pajak telah dilakukan dan disimpan 
secara digital sehingga memudahkan dalam pengarsipan dan kebutuhan 
dokumen-dokumen wajib pajak lainnya serta tidak memakan banyak 
kertas dan tempat. (Sari et al., 2014:1 ) 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta merupakan salah 
satu institusi pemerintah yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak untuk 





ingin melaporkan jumlah pajak yang akan dibayarkan dalam pelaporannya. 
Perkembangan penerapan e-SPT bagi wajib pajak orang pribadi dan badan 
di lima Kecamatan Kota Surakarta seperti Kacamatan Jebres, Kecamatan 
Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan 
Pasar Kliwon tentunya tidak lepas dalam pantauan Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) untuk dapat ikut mengevaluasi apakah inovasi e-SPT sudah dapat 
berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, apakah tata cara prosedur 
pelaporan perpajakan melalui e-SPT sudah benar-benar dipahami oleh 
wajib pajak dengan baik atau belum, dan tentunya memantau tujuan paling 
utamanya yaitu seberapa besat kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak 
sesudah diterapkannya e-SPT di Kota Surakarta bagi wajib pajak di lima 
Kecamatan Kota Surakarta. 
Keberhasilan inovasi e-SPT tidak hanya bergantung dari 
kelancaran sistemnya, karena mungkin di saat-saat awal penerapan e-SPT 
ini banyak hambatan yang terjadi seperti kesulitan dalam pegisisan data 
pada e-SPT yang terjadi karena wajib pajak belum sepenuhnya paham 
mengenai e-SPT dan juga mungkin sistem yang dibuat masih memiliki 
kekurangan sehingga sering terjadi error saat pengisisan e-SPT. Selain 
semuanya itu yang turut menjadi faktor dari keberhasilan e-SPT adalah 
tingkat kesadaran wajib pajak itu sendiri dalam kemauannya untuk 
bersedia menggunakan fasilitas yang memudahkan wajib pajak atau tidak 






 “Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi 
dan ferormasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-
undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No 
16 tahun 2099 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 
Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk 
peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya 
dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan SPT (e-SPT). 
Pelaporan e-SPT merupakan SPT dalam bentuk program aplikasi yang 
merupakan fasilitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak yang 
digunakan untuk merekam SPT beserta lampirannya, memelihara data SPT 
beserta lampirannya, generate dan SPT digital serta mencetak SPT dan 
dilaporkan melalui media elektronik ke kantor pelayanan pajak. Pemerintah 
berharap dengan adanya Surat Pemberitahuan dalam bentuk Elektronik ini 
mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. Penerapan e-SPT ini tidak terlepas berbagai perilaku pemikiran 
wajib pajak yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak Badan, adapun 
perilaku wajib pajak badan yang terkait dengan penerapan e-SPT dapat dilihat 
dari manfaat kegunaan sistem, persepsi kemudahan kegunaan, dan kondisi yang 
memfasilitasi”. 
 
KPP Pratama Surakarta mencatat ada 80.545 sampai 105.596 wajib 
pajak terdaftar pada tahun 2012 hingga 2016 terdiri dari wajib pajak 
badan, non karyawan, dan karyawan dengan jumlah yang terus meningkat 
setiap tahunnya.  Jumlah wajib pajak yang lapor hanya ada 36.905 sampai 
40.937 wajib pajak dari tahun 2012 hingga 2016. Jumlah wajib pajak lapor 
setiap tahun terus meningkat namun tetap tidak sebanding dengan 
peningkatakan jumlah wajib pajak lapor dimana angkanya kurang dari 
50% wajib pajak terdaftar di Kota Surakarta. ( PDI KPP Pratama 
Surakarta, 2016). Dalam upaya mengatasi hal tersebut Direktorat Jenderal 
Pajak memberikan fasilitas kemudahan-kemudahan dalam mendaftarkan 
diri sebagai wajib pajak melaluii e-Registrasion, kemudahan-kemudahan 
dalam menyampaikan SPT tahunan wajib pajak orang pribadai atau badan 
melalui e-filing, dan kemudahan-kemudahan  dalam membayar pajak 
melalui e-Billing, serta melakukan sosialisasi yang sangat gencar oleh unit-





Masyarakat (P2Humas) Kantor Wilayah (Kanwil-Kanwil), serta oleh 
Direktorat P2Humas Kantor Pusat DJP baik melalui sosialiasi tatap muka 
langsung, Car Free Day dengan banyak kegiatan outdoor, sosialisasi tanpa 
tatap muka langsung melalui situ www.pajak.go.id , berbagai media 
elektronik, serta melalui sarana teknologi modern yang saat ini sedang 
populer dikalangan masyarkat yaitu media online dan media sosial. 
Berbagai upaya yang dilakukan ternyata masih belum dapat menggugah 
kesadaran wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi pekerja dan 
penerima penghasilan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan 
melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan baik, benar, dan 
tuntas. ( www.pajak.go.id , 2016)  
Potensi penerimaan pajak di Kota Surakarta sendiri cukup bagus 
terutama dalam  pajak hotel dan pajak restoran baik yang termasuk usaha 
perseorangan maupun Badan karena di Kota Surakarta tidaklah banyak 
sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan hampir seluruh kota padat 
akan bangunan rumah dan industri sehingga usaha jasapun menjadi 
andalan. Realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Surakarta hingga awal 
Desember 2016 adalah sebesar Rp 24,9 miliar dan jumlah tersebut 
melampui Rp 2,9 miliar dari target awal yang hanya sebesar Rp 22 miliar. 
Breta Sri Hudiningsih selaku sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta menyatakan bahwa 
pelampuan realisasi penerimaan pajak hotel dari target awal disebabkan 





rapat di hotel oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). Menurut Sekretaris Daerah 
(Sekda) Surakarta Budi Yulianto peningkatan jumlah pajak juga 
dipengaruhi oleh tingginya tingkat okupasi karena pada tahun 2016 banyak 
kegiatan seni dan budaya yang diselenggarakan di Kota Surakarta 
sehingga banyak sejumlah wisatawan yang ikut berkunjung ke Surakarta 
untuk menikmati pertunjukan seni dan budaya yang diselenggarakan. Para 
wisatawan juga tidak melewatkan kesempatan untuk berburu kuliner khas 
dari Surakarta. Hal inilah yang mendongkrak pendapatan pajak hotel 
maupun restoran di Kota Surakarta ( merdeka.com, 2016).  Penerapan 
inovasi e-SPT dari Direktur Jenderal Pajak (DJP) yang diberlakukan di 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta diharapkan mampu 
meningkatkan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 
maupun wajib pajak badan di Kota Surakarta dalam memenuhi 
kewajibannya untuk melaporkan pajak sehingga mampu menyerap potensi 
penerimaan dari usaha yang didirikan baik oleh wajib pajak di Kota 
Surakarta lagi secara lebih optimal. 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan wajib pajak badan di 
Kota Surakarta dalam memenuhi kewajiban pelaporan perpajakannya 
dengan menggunakan e-SPT. Penulis tertarik melakukan penelitian 





diterapkannya inovasi sistem e-SPT mengenai “ANALISIS TINGKAT 
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SPT 
TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK (e-SPT)  DI KPP PRATAMA 
SURAKARTA TAHUN 2012-2016.” 
 
B. Perumusan Masalah 
Aplikasi e-SPT merupakan salah satu inovasi teknologi modern 
yang diharapkan dapat meningkatkan kenyaman, kemudahan dan 
keakuratan wajib pajak dalam  pelaporannya terutama wajib pajak orang 
pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan wajib pajak badan di Kota 
Surakarta dengan jumlah yang cukup banyak demi mengoptimalkan 
penyerapan pajak dan meningkatkan perekonomian Indonesia. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 
penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 
 
1. Bagaimana prosedur penyampaian SPT menggunakan e-SPT di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta? 
2. Bagaimana analisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan 
SPT Tahunan menggunakan e-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
(KPP) Surakarta berkaitan dengan  peningkatan realisasi penerimaan 
pajak penghasilan (netto) di Kota Surakarta Tahun 2012-2016? 
3. Apa saja kelemahan dan kelebihan sistem SPT manual dan e-SPT yang 





presepsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta dan 
menurut presepsi wajib pajak  di Kota Surakarta? 
4. Apa saja kendala atau masalah yang timbul dari adanya penerapan  
inovasi sistem aplikasi e-SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama beserta solusi dari permasalahan tersebut? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan beberapa 
tujuan penlitian sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyampaian SPT 
menggunakan  e-SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Surakarta. 
2. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan 
SPT Tahunan menggunakan e-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
(KPP) Surakarta berkaitan dengan peningkatan realiasai penerimaan 
pajak penghasilan (netto) di Kota Surakarta Tahun 2012-2016. 
3. Untuk mengetahui apa saja kelemahan dan kelebihan dari penerapan 
sistem SPT manual dan inovasi e-SPT menurut presepsi Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta dan menurut presepsi wajib 
pajak di Kota Surakarta. 
4. Untuk mengetahui apa saja  kendala atau masalah yang timbul dari 





Pelayanan Pajak (KPP) Pratama beserta solusi dari permasalahan 
tersebut. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberi 
manfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berssangkutan. 
1. Bagi Penulis 
Penelitian ini merupakan pengalaman yang sangat berharga dimana 
penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang 
perekonomian khususnya perpajakan dan akuntansi setelah melakukan 
magang di KPP Pratama Surakarta selama satu bulan. Manfaat lain 
bagi penulis dari penelitian ini adalah merupakan salah satu syarat 
untuk mencapai gelar Ahli Madya. 
2.  Bagi Intansi 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan 
berkaitan dengan peningkatan kepatuhan Wajib pajak dalam pelaporan 
perpajakannya setelah diberlakukannya inovasi sistem e-SPT. 
3. Bagi Fakultas dan Universitas 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber motivasi 
sekaligus referensi bagi mahasiswa lainnya sebagai literatur bacaan di 







4. Bagi Pembaca  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 
dan pengetahuan bagi pembaca. Selain itu dari penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi referensi sekaligus motivasi masyarakat luas 
dalam melakukan kegiataan pembelajaran perkembangan ekonomi 
terkait fenomena akuntansi dan perpajakan. 
